
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

A. Pengertian Perwalian 

 

Wali merupakan rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 

perempuan yang hendak menikah. Dalam artian apabila tidak ada wali maka 

perkawinanya dianggap tidak sah. Terutama perkawinan dari orang yang belum 

mukallaf atau belum baligh.1  

Jumhur ulama menetapkan bahwa wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, 

meskipun dalam hal ini Imam Hanafi berbeda pendapat. Menurut Imam  Hanafi  

perkawinan  tanpa  wali  nikah diperbolehkan,  karena  wali  yang menjadi syarat akad 

nikah ada apabila mempelai perempuan belum baligh atau tidak sehat akalnya, 

sedangkan perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat diperbolehkan 

mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki pilihannya tanpa wali, dengan syarat 

sekufu.2 Karena mereka beranggapan bahwa seorang perempuan yang sudah baligh dan 

berakal sehat mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, oleh karenanya wali 

nikah bagi perempaun tersebut bukan menjadi syarat sahnya perkawinan. 

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat mewakilkan kepada orang lain 

sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali khusus dan wali 

umum. Wali khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda.3 Sebagian ulama 

terutama madzhab hanafi membagi perwalian dalam tiga bagian, yaitu perwalian 

terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri dan harta secara 

bersama-sama. 
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Perwalian dalam perkawinan tergolong pada al-walayah „alan-nafsi waf- 

malima‟an, yaitu perwalian yang meliputi diri serta harta secara bersama-sama. 

Perwalian ini mencakup urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, 

seperti pernikahan, pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, dan aktivitas yang 

kepengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan wali yang lainnya. 

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dalm sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan 

dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini 

dinamakan wali.
4
 

Hal ini tercermin dari Hadist Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda : 

ِْدَ ي عَد لِ   َٔ شاَ   ًّ َٕ نِ  لاَ َكِاحََ إِ لاَ تِ
Artinya: 

 “tidak sahnya nikah, kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.”( 

H.R. Ahmad) 

 

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa wali adalah suatu ketentuan 

hukum yang dapat dipaksakan sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum 

dan ada yang khusus. Yang khusus berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini 

yang dibicarakan wali tehadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawianan.5 

Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang 

dibawah perlindungannya. Apabila wali tidak bisa hadir atau karena sebab tertentu 

tidak bisa hadir maka hak kewaliannya jatuh kepada orang lain.6 

Sedangkan menurut beberapa ulama mazhab pengertian wali berbeda-beda yaitu: 

a. Wali menurut Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali 
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Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam 

suatu perkawinan. Tanpa adanya wali maka pernikahan yang dilaksanakan tidak 

sah. Imam Syafi'i dan Hambali juga berpendapat bahwa setiap akad nikah harus 

dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau 

masih perawan, sehat akalnya ataupun tidak. Sedangkan Imam Malik berpendapat 

bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan 

itu tanpa adanya wali.7 

b. Wali menurut Mazhab Hanafi 

Menurut Imam Hanafi wali bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi 

dalam suatu perkawinan. Menurut Imam Hanafi seorang wanita yang sudah 

dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan akad perkawinannya tanpa 

adanya wali. Terkait dengan posisi wali yang berhak, Imam Hanafi menempatkan 

selurh kerabat nasab, sebagai wali nasab. Menurutnya, yang mempunyau hak 

ijbar adalah semuanya bukan hanya kakek dan ayah saja, selama yang 

dikawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau berakal sehat.8 

Mengenai kedudukan sebenarnya suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan 

kewajiban tertentu, hak dan kewajiban merupakan peranan seseorang yang 

mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut pemegang peranan. Hak adalah 

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban 

atau tugas.9 

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan 

secara jelas dalam Undang-Undang perkawinan hanya sebatas memberikan izin, 

dan izinnya merupakan syarat sahnya untuk melakukanm perkawinan bagi orang 
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yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. 

Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk 

pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia 

adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

B. Syarat – Syarat Wali  

 

Seseorang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 

1)  Baligh 

2)  Berakal 

3)  Merdeka 

Syarat baligh, berakal dan merdeka disebut sebagai kemampuan yang sempurna.10 

Dan tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki 

kelemahan akal), mabuk, dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu 

akibat kerentaan usia, atau mereka yang memiliki gangguan akal. 

4)  Kesamaan agama antara orang yang mewalikan dengan yang diwalikan. 

Maka dengan pernyataan tersebut tidak ada perwalian bagi orang non muslim 

terhadap orang muslim, begitupun sebaliknya tidak ada perwalian bagi orang 

muslim terhadap orang non muslim. 

5)  Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada 

di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. 

kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum. 

6)  Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak 

boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat 

dalam pernikahan tersebut. 
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7)  Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat 

dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. 

8)  Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. 

 

 

C. Wali Menurut Hukum Positif 

 

Wali dalam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum positif atau yang berlaku di 

negara Indonesia. Beberapa hukum positif yang menjelaskan tentang wali dalam 

pernikahan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian dijelaskan pada pasal 50-

54 yang berisi :11 

Pasal 50 

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum 

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan 

orang tua, berada di bawah  kekuasaan wali. 

2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 

bendanya. 

Pasal 51 

1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan 

orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di 

hadapan 2 (dua) orang saksi. 

2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 

yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. 
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3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta 

bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak 

itu. 

4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di  bawah 

kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 

perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. 

5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 

perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 

kelalaiannya. 

Pasal 52 

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.
 12 

Pasal 53 

1) Wali dapat dicabut dari kekuasaanya, dalam hal-hal yang tersebut dalam 

pasal 49 Undang-undang ini. 

2) Dalam hal kekuasaannya seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. 

Pasal 54 

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak  yang 

dibawah kekuasaanya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan 

keputusan Pengadilan, yang bersamgkutan dapat diwajibkan untuk 

mengganti kerugian tersebut.
13

 

Kompilasi Hukum Islam 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah dijelaskan pada pasal 19 sampai 23. 

Dijelaskan sebagai berikut :
14

 

Pasal 19  

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 

Pasal 20 

1) Yang  bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seorang  laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

2) Wali nikah terdiri dari : 

a) Wali nasab; 

b) Wali hakim. 

Pasal 21 

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok 

yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek 

dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki 

seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki  kandung ayah, 

saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
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Keempat, kelompok saudara laki-laki kadung kakek, saudara laki-laki seayah 

kakek dan keturunan laki-laki mereka. 

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama 

berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih 

dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya maka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang 

hanya seayah. 

4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama 

derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama 

berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan 

memenuhi syarat-syarat wali. 

Pasal 22 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat 

sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna 

rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang 

lain menurut derajat berikutnya. 

Pasal 23 

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 

ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 

tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. 

2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapet bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali 

tersebut. 



 
 

D. Urutan Wali 

 

Jumhur ulama membagi wali dalam dua kelompok, yaitu wali qarib dan wali ab'ad. 

Adapaun wali qarib yaitu, apabila ayah tidak ada maka berpindah pada kakek.15 Karena 

keduanya memiliki kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan, mereka dapat pula 

mengawinkan anak perempuan yang masih muda tanpa meminta persetujuan dari anak 

perempuan tersebut. sedangkan yang disebut dengan wali ab'ad adalah wali jauh, selain 

ayah dan kakek. 

Karena tidak ada nash yang menerangkan dengan jelas mengenai urutan wali 

dalam pernikahan, dengan demikian para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan 

urutan wali dalam perkawinan, sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. 

Menurut Imam Syafi'i kewalian seseorang itu harus dimulai dari urutan yang 

mendetail, sesuai garis kewalian seseorang untuk menjadi wali dalam akad nikah. 

disebutkan urutan wali nikah sebagai berikut : 

a. Ayah kandung 

b. Kakek, atau Ayah dari Ayah 

c. Ayah kakek, Meskipun keatas 

d. Saudara se-ayah saja 

e. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah atau se-ibu, meskipun kebawah 

f. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja, meskipun ke bawah 

g. Paman (saudara laki-laki ayah) 

h. Anak laki-laki dari paman, meskipun kebawah 

i. Orang yang memerdekakannya apabila perempuan tersebut pernah menjadi 

hamba sahaya 

j. Ashabah orang yang memerdekakannya 
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k. Sulthan atau penggantinya (Wali Hakim)
16

 

Daftar urutan wali tersebut diatas tidak boleh dilangkahi ataupun diacak-acak 

dalam perwaliannya. Ketika wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak 

ditempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali 

yang lebih dekat itu. Apabila pemberikan kuasa tidak ada, maka perwalian berpindah 

kepada wali hakim atau penguasa yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.17 

E. Wali Hakim 

 

Wali hakim  adalah seorang wali dari hakim, qadhi kepala pemerintah penguasa 

atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang 

wanita yang tidak ada walinya. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah 

pemerintah, khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang 

oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.18 

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai 

perempuan menolak (adhal) atau tidak, atau karena sebab-sebab lain secara fisik ada 

tetapi hak perwaliannya tidak ada. Dan juga karena wali yang berada di tempat yang 

jauh.19 

Dalam Peraturan Menteri Agama yang baru Nomor 30 Tahun 2005 Tentang  Wali 

Hakim menyatakan :  

Pasal 1 ayat (2) Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecaatan yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai 

wanita yang tidak mempunyai wali.  
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Melihat rumusan di atas bahwa wali hakim  memperoleh kewenangan menjadi wali 

nikah atas dasar penunjukan berdasarkan jabatan yang ia pangku. Hal mana jabatan 

yang dimaksud adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan atau 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang oleh Kepala KUA Kabupaten/Kota di wilayah 

Indonesia atas nama Menteri Agama menunjukkan menjadi wali hakim untuk 

sementara apabila ternyata Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, dan pegawai yang 

memenuhi syarat menjadi wali hakim.20 

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia pernah muncul 

perdebatan.21Pengertian wali hakim ini juga diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan 

oleh Aisyah ra. Dari sabda Rasulullah SAW : 

اَ ايزَأَ  ٔ عٍ عا ئشة رضى الله عُٓا قانت : قاَ ل رسٕل الله صهى الله عهٍّ ٔسهى : " أ ًٌُّ

ًُّ فَُكِادُٓ َٕ نِ اَ تاطَِمُ فَُكِاَ دُٓاَ تاطَِم  فَُكِاَ دُٓاَ تاطَِم فاٌَِ أصَاتََٓاَ فهََٓاَ يَذزُ ةٍ نىَ ٌُُكِذٓاَ ان

ًُّ نَُّ"    نِ َٔ ًُّ يٍَ لاَ  ٌُ ٔنِ ٌِ اشتجََزُ ٔا فانَسُهطاَ ِ  ْاَ تًِاَ أصَابََ يُِٓاَ فاَ

Artinya: 

“Dari Aisyah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: “perempuan yang 

nikah tanpa izim walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah 

mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah 

dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar mak penguasa dapat menjadi wali bagi 

wanita yang tidak mempunyai wali" Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i 

Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.”22 

 

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim untuk menikahkan seorang wanita 

adalah Pemerintah, Khalifah (pemimpin), Penguasa, atau qadi nikah yang diberi 

kewenangan dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.23 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan siapa yang 

berhak menjadi wali hakim dalam Pasal 3 Ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama 
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Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali 

hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 

(1) Peraturan ini. 

Pasal 3 Ayat (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan 

Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi 

kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan 

tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.24 

F. Sebab Adanya Wali Hakim  

 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim 

tidak menjelaskan sebab adanya wali hakim secara jelas hanya menjelaskan secara 

spesifik penyebab pernikahan dengan wali hakim yaitu : 

Pasal 2 Ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 

Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali 

nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau 

berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1)  juga menyebutkan sebab yang senada 

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 di atas, hanya berbeda sedikit 

penjelasannya yaitu, "Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 

atau gaib atau 'adal atau enggan."25 

 Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan Pedoman Fiqh Munakahat dari 

Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu: 

a. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali 
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b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya 

c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat 

dengan dia tidak ada 

d. wali berada ditempat jaraknya sejauh Masyafatul qosri (sejauh perjalanan yang 

membolhekan sholat qasar) yaitu 92,5km 

e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai 

f. wali 'adal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan  

g. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah26 

G. MASA>FAT AL-QAS{R 

 

Masa>fat Al-Qas{r adalah tempat yang berada sejauh perjalanan yang membolehkan 

sholat qasar, sedangkan Masa>fat Al-Qas{r dalam pernikahan adalah wali nasab yang 

berada di tempat yang jaraknya dengan tempat perkawinan/pernikahan yang akan 

dilangsungkan berada di tempat yang berada sejauh perjalanan yang membolehkan 

mengqashar sholat yaitu 92,5Km menurut jumhur ulama (Masa>fat Al-Qas{r).27 

Pernikahan dengan menggunakan wali hakim atas alasan Masa>fat Al-Qas{r adalah 

jika wali seorang perempuan berada jauh sejauh jarak yang dibolehkan untuk 

mengqasar shalat dengan jarak sejauh 92,5 km, maka wali hakim diperbolehkan untuk 

menjadi wali dalam pernikahan.  

 

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin dalam bukunya Fiqih Munakahat 1 

dibenarkan adanya wali hakim menjadi seorang wali dari sebuah akad nikah jika dalam 

kondisi:28 

a. Tidak ada wali nasab; 
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b. Tidak Cukup Syarat-Syarat pada waliaqrab atau wali ab'ad; 

c. Wali aqrab ghaib atau berada dalam jarak sejauh 92,5 km (Masa>fat Al-Qas{r) 

atau perjalanan yang jauh; 

d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui; 

e. Wali Aqrabnya a'dal; 

f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit); 

g. Wali aqrabnya sedang irham; 

h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan 

i. wanita yang akan dinikahin gila, tetpai sudah dewasa dan wali mujbir tidak 

ada. 

Sementara wali hakim tidak berhak menikahkan apabila: 

a. Wanita belum baligh; 

b. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu; 

c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; 

d. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya. 

 Pernyataan diatas menjelaskan bahwa wali nasab yang berada di jarak Masa>fat Al-

Qas{r boleh digantikan oleh wali hakim dengan sebab-sebab tertentu, seperti juga 

dijelaskan pada kitab Al-Muhadzdzab yang dituturkan oleh Imam Syairazi:
29

 

ٍَ الاَ  ٍ تعَدَُِ يِ ًَ َٔ نىَ ٌكٍَُ نِ  ٌَ ًِ انىَ يَساَ فةَِ فٍِٓاَ انلاةََ سَٔجَٓاَ انسُهطاَ َٕ ن اٌ غابََ ان َٔ

َٔ إًَِاَ انَعَقدُ  ِّ صَخَ انَعَقدُ  ًِ يَكَأ َِ َٕ جَٓاَ ف َٔ نِٓذَانِ لِاٌَةَ انغَا ئةَِ تاَ قٍِةَُ  َٔ  ٌَ ِٔجَ لِا ء أٌَ ٌشَُ ًَ ٔن

 ٍَ إِ ًََاَ تغَذَ ر يِ َٔ ٌجََٓاَ   َٔ ايتَُعََ يٍِ تزَ  َٔ ٌَ يَقايََُّ كًَاَ نَٕ دَضَزَ  ِّ فقَاوََ انسُهطاَ جِٓتَِ  

Artinya: 

 "Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan mengqasar shalat mak penguasa 

mengawinkan (menjadi wali hakim). Mempelai perempuan. Para wali yang berada 
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pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, dikarenakan masih 

tetapnya hak perwalian wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan 

mempelai perempuan ditempatnya maka sah akadnya. Namun ia berhalangan, maka 

penguasa menempati posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk 

mengawinkan”. 

 

 

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004 Tentang Wali Hakim yaitu
30

: 

a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau 

b. Wali Mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau 

c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat 

dengan dia tidak ada, atau 

d. Wali berada di tempat yang jeraknya sejauh Masa>fat Al-Qas{r (sejauh 

perjalanan yang membolehkannya shalat qasar) yaitu 92,5km, atau 

e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumapai, atau 

f. Wali a'dal, artimya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau 

g. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah. 

pada point nomor 4 secara jelas bahwa alasan "wali berada di tempat yang jaraknya 

sejauh Masa>fat Al-Qas{r (sejauh perjalanan yang membolehkan shlat qasar) yaitu 

92,5km, maka boleh mengajukan dan dikabulkan permohonan wali hakim. 

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, 

diantaranya: 

a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak. 

b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat. 

c. Wali nasabnya Mafqud. 

d. Wali nasabnya berhalangan hadir. 
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e. Wali nasabnya a'dal. 

 

Dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 

11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali 

nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau a'dal. 31 

Dari pernyataan tersebut, "Wali nasabnya tidak memenuhi syarat" pada kedua 

pasal diatas adalah bilamana jajaran wali nasab baik wali dekat maupun wali jauh 

kedua-duanya tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka perwalian beralih ke wali 

hakim, karena yang dimaksud wali nasab adalah wali yang terdiri dari wali aqrab dan 

wali ab'ad. 

Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Pasal 3 menetapkan proses dan 

penunjukan wali hakim seperti berikut: 

Pasal 3 ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah 

kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan 

mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. 

Pasal 3 ayat (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama 

Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa 

untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salahsatu penghulu pada kecamatan 

tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.32 

Pasal 3 ayat (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka 

Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala 
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Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk 

sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.33 

Dalam Peraturan Menteri Agama sudah dijelaskan bahwa wali hakim  adalah 

seorang wali dari hakim, qadhi kepala pemerintah penguasa atau qadhi nikah yang 

diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada 

walinya. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah 

(pemimpin), Penguasa, atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara 

untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.34 

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 menyatakan sebab-sebab 

perpindahan wali nasab ke wali hakim diantaranya: 

a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak 

b. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat 

c. Wali nasabnya mafqud 

d. Wali nasabnya berhalangan hadir 

e. Wali nasabnya a'dal 

Dari pernyataan tersebut "wali nasabnya berhalangan hadir " pada kedua pasal 

diatas adalah bilamana wali nasab yang berhalangan hadir karena Masa>fat Al-Qas{r  

maka perwalian bisa beralih ke wali hakim. 

Diperjelas juga dalam Kompilasi Hukum Islam (Fikih munakahat ala Indonesia) 

dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa seorang wali hakim baru bisa bertindak 

sebagai wali nikah bisa wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui tempat tinggalnya atau walinya ghaib atau a'dal (enggan). 
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Meskipun dalam pernyataan diatas tidak menjelaskan bahwa Masa>fat Al-Qas{r 

diperbolehkan di era kontemporer dari pernyataan diatas sudah menjelaskan bahwa 

alasan Masa>fat Al-Qas{r masih diperbolehkan wali nasab yang berhalangan dengan 

alasan Masa>fat Al-Qas{r dan diwakilkan oleh wali hakim. 

 


